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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan
penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :
Sukardi Suma bin Usman Suma, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 12 Oktober

1962, umur 57 tahun, warga Negara Indonesia, agama Islam,
pendidikan SD, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat kediaman di
Jalan Satsuit Tubun No.27, Kelurahan Siendeng, Kecamatan

Hulonthalangi, Kota Gorontalo, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan pihak terkait;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18
Februari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo
pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 63/Pdt.P/2020/PA.Gtlo,
mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama:
Agustina Suma binti Sukardi Suma, tempat tanggal lahir Gorontalo, 27
Agustus 2002, umur 17 tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Islam,
pendidikan SMA, pekerjaan belum bekerja, status belum kawin, alamat di Jalan
Satsuit Tubun No.27, Kelurahan Siendeng, Kecamatan Hulonthalangi, Kota
Gorontalo dengan calon suaminya bernama Rifki Anggulu bin Epin Anggulu,
tempat tanggal lahir Gorontalo, 25 Desember 1997, umur 22 tahun, Warga
Negara Indonesia, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, status belum

kawin, alamat di Jalan Satsuit Tubun No.27, Kelurahan Siendeng, Kecamatan
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Hulonthalangi, Kota Gorontalo yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di
hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hulonthalangi, Kota Gorontalo;
2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut

ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku
telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur
19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap
dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak 3 bulan yang lalu dan
hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon khawatir
akan terjadi hal-hal yang dilarang agama apabila keduanya tidak segera

dinikahkan;
3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan

untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon telah agqil balik serta sudah siap untuk menjadi seorang

istri dan ibu rumah tangga dan calon suami anak Pemohon berstatus jejaka
dalam usia 22 tahun. Begitupun calon sumai anak Pemohon sudah siap pula
untuk menjadi seorang suami dan kepala keluarga, dan telah bekerja sebagai

tani dengan penghasilan perbulannya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah

merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang

keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak

Pemohon dengan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan
Hulonthalangi, Kota Gorontalo, namun ditolak oleh Kepala KUA Kecamatan
tersebut, dengan surat penolakan Nomor: 041/KUA.30.06.08/PW.01/ 02/2020
tanggal 17 Februari 2020 dengan alasan anak Pemohon belum mencapai umur

19 tahun;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara

ini;
Berdasarkan alasan/hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua

Pengadilan Agama Gorontalo cg. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan
mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
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2. Menetapkan, Memberikan ijin kepada anak Pemohon bernama (Agustina
Suma binti Sukardi Suma) untuk menikah dengan calon suaminya bernama

(Rifki Anggulu bin Epin Anggulu);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsidair:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-

adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah
hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian Pemohon menyatakan tidak
keberatan dengan pemanggilan yang dilaksanakan kurang dari 3 (tiga) hari kerja;

Bahwa Pengadilan telah memberikan nasihat kepada Pemohon agar
menunda untuk menikahkan anaknya mengingat dampak buruk dari perkawinan di
bawah umur antara lain belum siapnya organ reproduksi anak, dampak
ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak dan potensi perselisihan dan
kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan
maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon, anak Pemohon dan
calon suaminya telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan
yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa Pengadilan telah mendengar pula keterangan orangtua calon suami
anak Pemohon yang pada pokoknya menerangkan tidak keberatan menikahkan
anaknya dengan anak Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-daliinya, Pemohon telah mengajukan alat
bukti tertulis berupa:

1 Fotokopi Surat Penolakan pernikahan dari Kepala Kantor Urusan

Agama Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo, Nomor

041/KUA.30.06.08/PW.01/02/2020 tanggal 17 Februari 2020;

2 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nhama Agustina Suma,;

3 Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sukardi Suma;
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Bahwa untuk disamping bukti surat di atas, Pemohon telah mengajukan
saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing telah memberikan keterangan di
bawah sumpah sebagaimana terurai secara lengkap dalam Berita Acara Sidang
perkara ini;

Bahwa kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon
penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu
yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang

tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memberikan nasihat kepada
Pemohon agar menunda untuk menikahkan anaknya mengingat dampak buruk
dari perkawinan di bawah umur sebagaimana dalam duduk perkara, akan tetapi
tidak berhasil, sehingga dengan demikian Pengadilan telah menerapkan ketentuan
pasal 12 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, terlebih dahulu tentang penetapan hari sidang yang kurang
dari 3 (tiga) hari kerja;

Menimbang, bahwa pasal 146 menyatakan bahwa dalam menetapkan hari
sidang, maka ketua pengadilan negeri memperhatikan jarak antara tempat tinggal
atau tempat kediaman para pihak dan tempat persidangan, dan di dalam surat
penetapan itu juga ditentukan, bahwa antara hari panggilan dan hari sidang tidak
diperbolehkan melampaui tiga hari kerja, kecuali dalam keadaan yang sangat
mendesak;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas, Pengadilan dalam
menetapkan hari sidang dapat menyimpangi ketentuan 3 (tiga) hari kerja dengan
syarat terhadap perkara yang sangat mendesak, dimana menurut Hakim perkara
permohonan Dispensasi Nikah termasuk dalam kategori perkara yang sangat
mendesak karena anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat akrab;

Menimbang, bahwa disamping itu apa yang dilakukan oleh Pengadilan tidak

merugikan Pemohon bahkan sebaliknya menguntungkan karena kebutuhan
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hukum Pemohon segera terpenuhi oleh Pengadilan terlebih pula Pemohon tidak
keberatan dengan pemanggilan yang kurang dari 3 (tiga) hari kerja tersebut;

Menimbang, bahwa tentang kedudukan Pemohon sebagai ayah dari anak
yang dimohonkan Dispensasi Kawin, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari anak dimohonkan
Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa apabila Pengadilan berpegang pada ketentuan pasal 6
Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019, dimana permohonan
Dispensasi Kawin harus diajukan oleh orang yang disebutkan dalam ayat (1) pasal
tersebut, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima
karena seharusnya diajukan secara bersama oleh kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa akan tetapi Pengadilan berpendapat bahwa
ditentukannya pihak yang berhak mengajukan permohonan Dispensasi Kawin
sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Peraturan
Mahkamah Agung RI tersebut di atas dikandung maksud untuk melindungi
kepentingan anak dan ketika anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin tidak
keberatan atas permohonan Pemohon, maka kedudukan Pemohon sebagai ayah
kandung dari anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dipandang telah cukup
mewakili kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan seperti terurai di atas, demi
kepentingan terbaik anak dan kemanfaatan sebagaimana ketentuan pasal 2
huruf (a) dan (i) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019, maka
Pemohon harus dinyatakan memiliki legal standing dan untuk itu permohonan
Pemohon dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin Pemohon didasarkan
atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon hendak menikahkan anak
kandungnya bernama Agustina Suma binti Sukardi Suma, umur 178 tahun
dengan seorang laki-laki bernama Rifki Anggulu bin Epin Anggulu, umur 22
tahun, karena anak Pemohon dengan calon suaminya sudah berpecaran sejak 3
bulan yang lalu dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena
dikhawatirkan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh

ketentuan Hukum Islam, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana
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pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana
pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon mendaftarkan pernikahan
tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Hulonthalangi menolak
dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tersebut telah
dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya
relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon. Demikian pula keluarga dari
calon suami anak Pemohon menyatakan bersedia menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalii permohonannya,
Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.3 yang
berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang
berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos
(nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah
memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan
pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa
rencana pernikahan anak Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan
Hulonthalangi namun Pegawai Pencatat Nikah KUA tersebut menolak untuk
menikahkan anak Pemohon dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 harus dinyatakan terbukti
bahwa anak Pemohon belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.3 pula, harus dinyatakan
terbukti bahwa Pemohon sebagai ayah kandung dari anak yang dimohonkan
dispensasi kawin, kedudukan mana telah dinyatakan memiliki legal standing
sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah orang
dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri,
disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan
para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara
materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang
hendak dibuktikan oleh Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya

kesaksian para saksi tersebut, maka Pengadilan menilai kesaksian tersebut telah
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memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang

dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan
pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan Pemohon yang
ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut, khususnya posita poin
1 sampai 4, maka dalil-dalil tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dihubungkan
dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas,
maka Pengadilan berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum
sebagai berikut:

— Bahwa anak Pemohon Agustina Suma binti Sukardi Suma, berumur 17
tahun;

— Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Rifki Anggulu bin Epin Anggulu,
saat ini berumur 22 tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk
menjadi suami bagi calon istrinya;

— Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah menyatakan persetujuan
untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;

— Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka;

— Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan
keluarga atau susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan
keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;

— Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan
tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;

— Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Hulonthalangi telah menolak
untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya karena belum cukup
umur;

— Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah berpacaran sejak 3 bulan
yang lalu dan keduanya sudah sangat erat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas,
ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan

untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan
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Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum
Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat
(1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah
dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat
(1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak
Pemohon baru berumur 17 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon
mempelai wanita belum terpenuhi, maka Pengadilan berpendapat untuk
menghidari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan
dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan
dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah
dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa maksud Undang-Undang menetapkan batas usia
minimal 19 tahun bagi calon mempelai pria dan calon mempelai wanita erat
kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi kedua calon mempelai
tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan
keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon masih
berusia 17 tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental serta sudah
siap untuk menjadi seorang istri;

Menimbang, bahwa hal lain yang perlu mendapatkan pertimbangan dari
Pengadilan adalah hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya
sudah sangat erat, dimana menurut Pengadilan apabila permohonan Pemohon
tidak dikabulkan, maka dikhawatirkan keduanya akan terjerumus kelembah
perzinahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi
untuk menikah kepada anak Pemohon bernama Agustina Suma binti Sukardi
Suma, umur 17 tahun;

Menimbang, bahwa meskipun anak Pemohon masih tergolong anak dalam
pengertian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

khususnya pasal 1 ayat (1), akan tetapi karena pernikahan oleh anak dengan
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calon istrinya atas keinginan sendiri dari keduanya dan bukan karena dipaksa oleh
orang tua serta sudah dalam kondisi darurat, maka Pemohon tidak termasuk yang
melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan perundang-
undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang
perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan
Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 5 Tahun 2019 dan
peraturan perundang-undangan lainnya serta Hukum Islam yang berkenaan

dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Mengabulkan permohonan Pemohon;
Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon (Agustina Suma binti
Sukardi Suma) untuk menikah dengan calon suaminya bernama Rifki
Anggulu bin Epin Anggulu;

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp.206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari RABU, tanggal 19 Februari 2020 Masehi
bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1441 Hijriah oleh kami Drs.
Mohammad H. Daud, M.H sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan
pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut dan
didampingi oleh Hj. Miranda Moki, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan
dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

Drs. Mohammad H. Daud, M.H
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Panitera Pengganti,

Hj. Miranda Moki, S.Ag

Perincian biaya :
Pendaftaran :Rp 30.000,00
ATK Perkara  :Rp 50.000,00

- Panggilan : Rp 100.000,00
- PNBP Panggilan: Rp  10.000,00
- Redaksi :Rp 10.000,00
- Meterai :Rp  6.000.00
Jumlah :Rp 206.000,00

(dua ratus enam ribu rupiah).
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